
  

                                            BUPATI  PACITAN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 

NOMOR     10   TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2011-2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

BUPATI PACITAN, 
 
Menimbang : a. bahwa guna memberikan perumusan yang lebih tepat dan 

sesuai dengan kondisi pada saat ini, perlu melakukan 
penyesuaian terhadap target pencapaian sasaran akhir 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 yang 
lebih relevan; 

b. bahwa dengan ditetapkannya regulasi baru mengenai 
Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada beberapa urusan 

yang menjadi kewenangan daerah, maka sesuai dengan 
ketentuan Pasal 282 ayat (1) huruf c dan ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, dalam hal terjadi perubahan 
kebijakan nasional maka perlu dilakukan perubahan 

RPJMD; 
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan Pasal 284 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, dalam hal pelaksanaan RPJMD 
terjadi perubahan target pencapaian sasaran akhir 

pembangunan jangka menengah, maka perubahan 
terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, b, dan c diatas, maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016. 
   
 



Mengingat  :    1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 



13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5068); 

14. Undang-Undang  Nomor 12  Tahun 2011  tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  

Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah  Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 



23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4815); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah 

Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5209); 

27. Peraturan  Presiden Nomor  5 Tahun 2010  tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 
2010-2014; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 
30. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri 
Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 

199/M.PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 
tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2010-2014; 
31. Peraturan Bersama Menteri Ristek dan Teknologi dan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 

Tahun 2012 tentang Penguatan system Inovasi Daerah 
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 

2006 tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur; 
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 
 

 



34. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 
2007); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 

2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2007); 
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 

2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 
2007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 

Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 
4 Tahun 2012); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 

Nomor 28 Tahun 2007) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012); 
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 

2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 29 Tahun 
2007);  

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Nomor 3 Tahun 2010); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 

2011); 
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN 

 

dan  
 

BUPATI PACITAN 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 11 

TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA  MENENGAH  DAERAH  KABUPATEN  PACITAN 

TAHUN 2011- 2016. 
 



Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan 
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 11) diubah, dan selanjutnya 
berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. 

 
 Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan. 

 
 
 Ditetapkan di Pacitan 

Pada tanggal      31      -    12     -  2013 
 

BUPATI PACITAN 

 
Cap.ttd 

 
INDARTATO  

 

Diundangkan  di  Pacitan 
Pada tanggal  31 Desember 2013 

 
Plt.SEKRETARIS  DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 

 
 
 

 
Drs.SUKO WIYONO,MM 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19591017 198503 1 015 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 10 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



PENJELASAN 
 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 

NOMOR     10     TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  

NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PACITAN  

TAHUN 2011-2016 

 
I.  UMUM. 

 
  Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam 

mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan 

visi, misi Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun 
waktu 5 tahun mendatang. 

 
  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 

Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP 
Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan 

keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan 
program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja 

dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 
 
  Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Tahun 2011-2016 dilakukan secara partisipatif dengan 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta 

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Tahun 2011-2016, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran. 

Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan Kabupaten Pacitan. 

 

 
II. PASAL DEMI PASAL 
 

  Pasal I 
  Cukup jelas. 

 Pasal II 
  Cukup jelas. 
  


